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2.1 Pajak

BAB Il

TELAAH LITERATUR

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang

melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut (Waluyo, 2011):

1.

Pajak  dipungut berdasarkan undang-undang serta  aturan
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai public investment.

Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
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Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian
pajak, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut (Waluyo, 2011):
1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh:
dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh:
dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat
ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.
Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak
dari rakyatnya, antara lain (Resmi, 2009):
1. Teori Asuransi
Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang
dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa,
dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi
(pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut
diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan
rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang
sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Meskipun
teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut

pajak, namun beberapa pakar menentangnya. Mereka berpendapat
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bahwa pembandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah
tepat, karena: 1) dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian
secara langsung dari negara, dan 2) antara pembayaran jumlah pajak
dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan
langsung.

. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang
harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus
didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas
pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta
harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya
yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak
pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu
perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan
tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang
yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini
menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama
beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul
seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya
penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau

pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk Wajib Pajak
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orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan
dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak
dikenakan pajak. Sebagai contoh, Tuan Akbar (tidak kawin) dan Tuan
Hakim (kawin, anak 2-K/2), mempunyai penghasilan yang sama.
Beban pajak untuk Tuan Akbar lebih besar daripada Tuan Hakim
karena gaya pikul (pengeluaran/pembelanjaan) Tuan Akbar lebih kecil
dibanding Tuan Hakim.

. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya,
maka teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatsleer.
Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka
timbullah hak mutlak untuk memungut pajak.

. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak,
melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang
baik “itu sebagai dasar keadilannya. ‘Menurut teori ini, fungsi
pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya
beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara,
dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan
maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya

ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan
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kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar
keadilan pemungutan pajak.

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi
tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut
lembaga pemungutnya (Resmi, 2009):

1. Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib
Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada
orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib
Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang
memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan
kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi
Jjika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang
menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan
barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN
terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau
jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang

menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik
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secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual
barang atau jasa).
2. Menurut Sifat
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif
Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib
Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan
subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif
Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa
benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan
timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan
keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat
tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh:
PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB).
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b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat
| (pajak provinsi) maupun daerah tingkat Il (pajak
kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah masing-masing. Pajak Provinsi meliputi Pajak
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak
Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan Pajak Parkir.

2.2 Pajak Penghasilan
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan
Dalam Suhartono dan Ilyas (2010), dasar hukum pajak penghasilan diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan (s.t.d.t.d.) WU Nomor 36
Tahun 2008 berlaku mulai tahun pajak 2009. Sedangkan ketentuan PPh
tahun pajak 2008 dan tahun-tahun sebelumnya, berlaku ketentuan
sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU

Nomor 17 Tahun 2000.
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2.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek
pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Penghasilan yang diperoleh orang pribadi dapat dibedakan menurut
ketentuan fiskal sebagai berikut (Djuanda, et al.):
1. Penghasilan bukan objek pajak (tidak dikenai pajak)
2. Penghasilan merupakan objek pajak (dikenai pajak)

3. Penghasilan merupakan objek pajak yang dikenakan secara final

2.2.3 Subjek Pajak
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan, dijelaskan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi,
badan, dan bentuk usaha tetap. Sedangkan dalam Pasal 3 yang tidak
termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kantor
perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat,
organisasi-organisasi internasional dimana Indonesia menjadi anggota
organisasi - tersebut dan pejabat-pejabat = perwakilan = organisasi

internasional.

2.2.4 Objek Pajak
Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan, dijelaskan yang menjadi objek pajak adalah

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
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atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk
apapun. Dalam Pasal 4 ayat (3) dijelaskan yang dikecualikan dari objek
pajak adalah bantuan atau sumbangan, warisan, kenikmatan dalam bentuk

natura, pembayaran asuransi orang pribadi, dan sebagainya.

2.2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Resmi (2009) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan

jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Dalam Waluyo

(2012) pengenaan pajak penghasilan dibebankan terhadap semua \Wajib

Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan. Untuk menghitung

Penghasilan Kena Pajak orang pribadi dalam negeri, maka penghasilan

netonya dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP) sebagai berikut:

1. Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)
tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi;

2. Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan
untuk Wajib Pajak yang kawin;

3. Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)
tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan

penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
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4. Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan
untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam
garis keturunan garis lurus serta anak angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap
keluarga. Anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis
keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, sebagai
contoh, orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat. Tanggungan
sepenuhnya diartikan menjadi beban sepenuhnya Wajib Pajak sebagai
akibat tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidup
ditanggung. Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin
pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak, termasuk
kerugian yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum
dikompensasi dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya.
Oleh karena sistem pengenaan Pajak Penghasilan, menempatkan

keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.

2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak
Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak
luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia
melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut: (Waluyo,

2012)
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Tabel 2.1

Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

No. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
1. | Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 5%
(lima persen)
2. | Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 150,
0
dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta ]
; (lima belas persen)
rupiah)
3. | Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 2504
0
rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta )
. (dua puluh lima persen)
rupiah)
4. | Diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30%

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Badudu dan Zain (1994) dalam Musyarofah dan Purnomo (2008),
kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Adanya
kepatuhan adalah karena ada peraturan atau prosedur yang harus dilaksanakan
dengan baik. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Eliyani (1989)
dalam penelitian Musyarofah dan Purnomo (2008) diketahui bahwa
kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan
pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak
yang terutang dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan
pemaksaan.

Reformasi pajak sebenarnya lebih diarahkan pada upaya untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran pajak.
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Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam nominal
besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan
kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria-kriteria
tertentu (Supriyati dan Hidayati, 2008).

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
192/PMK.03/2007 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya
disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;

b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau
menunda pembayaran pajak;

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak
(Handayani, 2009 dalam Muliari dan Setiawan, 2011), yakni: wajib pajak
mengisi  formulir SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, melakukan
perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak

pernah menerima surat teguran.
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Dalam Rustiyaningsih (2011) ada dua macam kepatuhan, yaitu
kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu
keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai
dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material
adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan
material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang
perpajakan.

Dalam Rustiyaningsih (2011) kepatuhan formal dapat dilihat dari
kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT melalui data yang
dilaporkan oleh Dirjen Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
menyampaikan SPT Tahunan 2010 mencapai 7.733.271 dari jumlah wajib
pajak yang wajib menyampaikan SPT vyaitu sebanyak 14.010.933. Rasio
kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT mencapai 54,84% yang
meningkat dibanding kepatuhan menyampaikan SPT pada tahun 2009 sebesar
52,61% atau sebanyak 5.413.114 dari jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib
menyampaikan SPT sebanyak 10.289.590 (www.pajak.go.id). Dari data
tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan wajibpajak tetapi
masih tergolong rendah karena baru mencapai separuh dari jumlah wajib
pajak yang seharusnya menyampaikan SPT.

Dalam Fasmi dan Misra (2012) wajib pajak yang memenuhi
kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap,
dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan

menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.
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Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu

(Rustiyaningsih, 2011):

1. Pemahaman terhadap sistem Self Assessment
Sistem self assessment yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia
memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,
membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib
pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran
pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalan/melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Kualitas Pelayanan
Menurut Boediono (2003) pada Luh (2006), pelayanan adalah suatu
proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang
memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta
kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas harus dapat
memberikan 4K, vyaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan
kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan
memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan
dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya
yang dimiliki oleh aparat pajak. Di samping itu, juga kemudahan dalam
melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib
pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang

memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya
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3. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan
masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang
masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak
terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang
masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat
pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan
melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman
mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

4. Tingkat Penghasilan
Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan
sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Di samping itu tingkat
penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan,
maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak
adalah tingkat penghasilan.

5. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.
Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak
mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi
perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi

(dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan) dan sanksi pidana.
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2.4 Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

Menurut Notoatmodjo (2003) pendidikan secara umum adalah segala upaya
yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok,
atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku
pendidikan. Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pada umumnya, tingkat pendidikan wajib pajak yang semakin tinggi
akan menyebabkan wajib pajak menjadi lebih mudah dalam memahami
ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang
berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih
banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan
pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan
pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak
enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman
mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan (Rustiyaningsih, 2011).

Hasil penelitian Muhammad dan Suranta (2006) dalam
Rustiyaningsih  (2011), menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran
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di Surakarta. Hal ini disebabkan karena responden merasa kurangnya
penyuluhan yang dilakukan dan pemerintah tidak transparan.

Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka
hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
Hai: Tingkat pendidikan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.5 Pengetahuan Pajak

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2007) pengetahuan
adalah segala sesuatu yang diketahui; kepandaian. Proses belajar ini
dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa
sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya. Sedangkan
pengetahuan menurut Notoatmodjo (2005) merupakan hasil dari proses
mencari tahu, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat
menjadi dapat. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan
konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman.
Secara garis besar menurut Notoatmodjo (2005) domain tingkat pengetahuan
(kognitif) mempunyai enam tingkatan, meliputi: mengetahui, memahami,
menggunakan, menguraikan, menyimpulkan dan mengevaluasi.

Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai aturan dan
ketentuan perpajakan yang berlaku diharapkan akan meningkatkan kepatuhan

pajak. Informasi yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi mereka
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terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak informasi yang mereka
ketahui maka akan membantu mereka untuk bisa memberikan tanggapan.

Namun dengan banyaknya informasi yang diperoleh dari media
dapat menimbulkan hal — hal yang negatif dari wajib pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak. Sedangkan wajib pajak yang kurang mendapat informasi biasanya
akan biasa saja. Karena mereka tidak terlalu mengetahui duduk persoalannya
maka mereka akan tetap memberikan opini positif. Pada akhirnya tingkat
pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi keputusan
mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Siregar et al., 2012).

Hasil penelitian Siregar et al. (2012) menyatakan bahwa
pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh responden Semarang Tengah
sangat baik, sehingga memunculkan pengaruh positif dan signifikan antara
pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung
dengan penelitian Utami et al. (2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan
dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan. Begitu juga dengan penelitian Supriyati dan Hidayati (2008) yang
menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah mulai bertambahnya tingkat
pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun

sosialisasi yang dilakukan oleh DJP.
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Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka
hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
Ha,: Pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi.

2.6 Pelayanan Fiskus

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2007) pelayanan
adalah usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan
(uang); jasa. Menurut Kotler pelayanan adalah setiap kegiatan atas unjuk kerja
yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip
intangileble dan tidak menyebabkan pemindahan kepemilikan apapun,
produksinya bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik. Menurut Stanton
yang dikutip oleh Alma, pelayanan adalah suatu yang diidentifikasikan secara
terpisah, tidak berwujud dan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan.

Pelayanan fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan fiskus
yang meliputi kemampuan kompetensi yaitu memiliki keahlian (skill),
pengetahuan (knowledge), dan pengalaman (experience) dalam hal kebijakan
perpajakan, administrasi, dan perundang-undangan perpajakan serta motivasi
yang tinggi sebagai pelayan publik (Siregar et al., 2012).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak

tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang
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terbaik kepada wajib pajak (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). Karanta et al.
(2000) dalam Suryadi (2006) dalam Arum (2012) menekankan pada
pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan
kepada wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti
memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan
perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu
fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik
menurut Ilyas dan Burton (2010) dalam Arum (2012).

Hasil penelitian Siregar et al. (2012) menunjukkan bahwa 60 orang
responden atau 60% responden menilai bahwa pelayanan fiskus yang diberikan
petugas pajak KPP Semarang Tengah adalah baik, sehingga menimbulkan
pengaruh yang positif dan signifikan antara kepatuhan wajib pajak dan
pelayanan fiskus.

Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka
hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Hasz: Pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi.

2.7 Sanksi Perpajakan
Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2007) sanksi adalah
tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati
perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar,

perkumpulan dsb). Menurut Poerwadaminto dalam “kamus umum bahasa
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Indonesia” sanksi berarti tanggungan (tindakan, hukuman) yang dilakukan
untuk memaksa seseorang menepati atau mentaati apa—apa yang sudah
ditentukan.

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang
bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006 dalam Arum,
2012). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan
dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat
pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,
2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010 dalam Arum, 2012).

Hasil penelitian Chusnul Chotimah (2007) yang menemukan bahwa
tidak terdapat pengaruh kesadaran terhadap sanksi perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan pajak penghasilan. Begitu juga menurut Sulud Kahono (2003)
dalam Rustiyaningsih (2011) juga membuktikan bahwa sikap wajib pajak
tentang sanksi denda PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak. Hasil penelitian Yadnyana (2009) dalam Muliari (2011) menemukan
bahwa sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang berupa sanksi
pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Demikian juga
menurut Arum (2012) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan
bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak

maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi.
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Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka
hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
Has: Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi.

2.8 Pengaruh Secara Simultan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak,
Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil penelitian Siregar et al. (2012) yang memiliki variabel
dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan dua variabel independen vyaitu
pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan, menyatakan bahwa terdapat
pengaruh pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan yang secara bersama-
sama terhadap kepatuhan wajib pajak, serta memiliki hasil yang termasuk
kategori korelasi yang kuat. Jadi terdapat hubungan positif antara pelayanan
fiskus dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Begitu juga dalam penelitian Karsimiati (2009) dalam Hardiningsih
(2011) memiliki hasil uji secara simultan bahwa variabel independen sikap
wajib pajak untuk pelayanan fiskus, sanksi denda, dan kesadaran perpajakan
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan hasil penelitian Muliari dan Setiawan (2011) memiliki
variabel dependen kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, dan dua
variabel independen yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi

perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi, dengan hasil penelitian
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kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel
persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan.
Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka
hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
Has: Tingkat pendidikan wajib pajak, pengetahuan pajak, pelayanan
fiskus, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh secara simultan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.9 Model Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan maka dapat dibuat
model penelitian sebagai berikut:
Gambar 2.1

Model Penelitian

__________________________

Tingkat Pendidikan
Wajib Pajak
(X1)

Pengetahuan Pajak
(X2)

Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi
(Y)

Pelayanan Fiskus
(Xa)

Sanksi Perpajakan
(Xa)

» - berpengaruh secara parsial

—————————— + berpengaruh secara simultan 37
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